
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4587); 

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844 ) ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2007 ten tang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa; 

a. bahwa Peraturan Bupati Rem bang Nomor 10 Tahun 2007 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa pasal 39 ayat 
(1) sudah tidak sesuai lagi; 

Menimbang 

BUPATI REMBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 10 TAHON 2007 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 

TAHUN 2007 TENTANG SOMBER PENDAPATAN DESA 

TENT ANG 

NOMOR 0() TAHUN 2013 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

BUPATI REMBANG 



(1) Pengelolaan ADD bagi desa berprestasi dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. proses program/kegiatan melalui musyawarah desa 

yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

b. kualitas hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 
operasional pemerintah desa telah selesai dilaksanakan. 

c. kualitas pelaksanaan administrasi proyek/ kegiatan. 
d. telah meny~lesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 
e. adanya Benta Acara selesai proyek/kegiatan. 

(2) Pemerintahan Desa tidak terlibat dalam kasus pidana 
maupun perdata. 

Pasal 39 

Ketentuan pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi 
se bagai berikut : 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 66 ), diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2007 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG SOMBER PENDAPATAN 
DESA 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 66); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 694); 

6.. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 67); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR !Jo 

HAMZAH FATONI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 

BUP~G, 

H. MOCH. SALIM 

Disahkan di Rembang 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Rem bang 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal II 


